
KoMrsi

SALINAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

Mengingat

b

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan UPC

Eselon III di lingkungan KPU/KIP

Kabupaten / Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua

KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang

Pembentukan Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 4l

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2O Tahun 20Ol tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (kmbaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 20Ol Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OlS tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara

Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaip611z telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang penetapan

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);
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4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 terrtang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20Og tentang
Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor l2Z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2-2O25 dan Jangka
Menengah Tahun 2Ol2-2O14 (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2O12 tentang
Pedoman Pembangunan Zana Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/ Lemba ga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 15 Tahun
2Ol5 tentang Pengendaian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O19 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tlrgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNAMenetapkan
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TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam l"ampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Fungsi Unit Pengendalian Gratifrkasi (UpG) sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
l. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muna;
2. melakukan koordinasi dengan UpG KpU provinsi Sulawesi

Tenggara dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan

Gratifrkasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muna;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaon dan verifikasi penerimaan

Gratifikasi;

5. menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan

Gratifikasi;

6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifrkasi dalam bentuk makanan dan
baralg yang mudah rusak atau busuk;

7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
Jajaran KPU lGbupaten Muna kepada UpG KpU, dengan
tembusan kepada UPG KPU provinsi Sulawesi Tenggara

setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran

Gratifikasi dari Jajaran KpU Kabupaten Muna di
Lingkungan KPU;
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KETIGA

9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan

tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di
Lingkungan KPU Kabupaten Muna; dan

10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Keputusan ini mulai berlaku pada ta.nggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA.

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PDMILITIAN UMUM

MUNA
S Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum,

E

tlt
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KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN

2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

NO NAMA JAE}ATAN JAEIATAN
DALAM TIM

1 2 3 4

1
LA ODE MUHAMAD
ASKAR ADI JAYA, SH Ketua KPU

Pengarah

2
WA ODE LILIS WIDYA
NINGSIH ST Anggota KPU

3
LA ODE NGKUMABUSI,
SH Anggota KPU

4 LA TASMAN, SP Anggota KPU

5 ALIMUDIN, S.Pd Anggota KPU

6
LA ODE ABDUL MANAF
FAT'TAH ALAM, SE

Sekretaris KPU Kabupaten
Muna Ketua

7 SARUS, SP
Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Sekretaris

B SITTI AMRANA, S.Hut
Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Data dan
Informasi

Angoota

9
WA ODE MULIATI
HARIKI, SE

Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik Angoota

I

I

I
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NO NAMA JABATAN JABATAN
DAI.AM TIM

1 2 3 4

10. ANDI ARWIN, SP
Kepala Sub Bagian Partisipasi,

Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia

Angoota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA.

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
S b Bagian Teknis Penyelengga.raan Pemilu dan Hukum,
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